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ABSTRAK 

 

Sumber pendapatan utama negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan, yang dapat 

digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja negara. Walaupun demikian, masih 

terdapat kasus pelangaran pajak baik yang disebabkan minimnya pengetahuan wajib pajak 

mengenai peraturan perpajakan di Indonesia. Sehingga wajib pajak berisiko menghadapi 

sanksi administratif atau pidana. Oleh karena itu, untuk menghindari sanksi tersebut, wajib 

pajak dapat melakukan tax review atas kewajiban perpajakannya. 

Tax review adalah kegiatan evaluasi terhadap seluruh kewajiban perpajakan 

dalam perusahaan, termasuk perhitungan, pemotongan, dan pelaporan, untuk menilai tingkat 

kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu perilaku wajib pajak dalam 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Penelitian ini 

fokus pada tinjauan pajak terkait PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 

28A/29, dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT TBS, untuk menghindari ketidaksesuaian 

dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan perpajakan yang dapat berakibat pada 

sanksi perpajakan di masa depan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yang 

dapat memberikan gambaran tentang objek penelitian melalui data primer dan sekunder. Data 

primer diperoleh melalui wawancara mengenai perusahaan dan proses perhitungan pajak 

terkait PPh dan PPN, sementara untuk memperoleh data sekunder berasal dari dokumen SPT 

Masa, SPT Tahunan, Bukti Potong, Laporan Laba Rugi, dan Neraca. Objek penelitian ini 

merupakan tax review atas kepatuhan wajib pajak badan. Unit analisis yang digunakan 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bahan baku makanan yang berlokasi di 

Cirebon. 

Berdasarkan hasil tax review, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

PT TBS telah memenuhi kewajiban perpajakannya terkait Pajak Penghasilan dan Pajak 

Pertambahan Nilai dengan baik. PT TBS belum dapat dikategori sebagai wajib pajak patuh 

yang disebabkan masih memiliki hutang pajak akibat kesalahan dalam pemotongan Pajak 

Penghasilan pasal 23, sehingga PT TBS harus menanggung denda bunga. Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 masih ditemukan keterlambatan dalam 

pelaporan. Selain itu, dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 PT TBS seharusnya 

memiliki beban yang dapat dibiayakan jika memiliki dokumen pendukung yang lengkap. PT 

TBS disarankan melakukan tax review secara rutin agar perusahaan dapat mengurangi risiko 

sanksi perpajakan di masa mendatang. 

Kata kunci : kepatuhan pajak, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, tax review 
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ABSTRACT 

 

Indonesia's main source of revenue comes from the taxation sector, which can be used for 

infrastructure development and state spending. Unfortunately, public awareness in paying 

taxes is still lacking. One of the causes is the lack of knowledge of taxpayers regarding tax 

regulations in Indonesia, causing cases of intentional or unintentional tax violations. So that 

taxpayers are at risk of facing administrative or criminal sanctions. Therefore, to avoid these 

sanctions, taxpayers can conduct a review of their tax obligations. 

Tax review is an evaluation of all tax obligations in the company, including 

calculation, withholding, depositing, repayment, and reporting, to assess the level of tax 

compliance. Taxpayer compliance is a taxpayer behavior in fulfilling all tax obligations and 

exercising their taxation rights. This research focuses on tax reviews related to Income Tax 

Article 4 Paragraph 2, Income Tax Article 21, Income Tax Article 25, Income Tax Article 

28A/29, and Value Added Tax at PT TBS, to avoid discrepancies in the process of calculating, 

depositing, and reporting taxation that can result in tax sanctions in the future. 

The research method used is descriptive analysis method, which can provide 

an overview of the object of research through primary and secondary data. Primary data is 

obtained through interviews regarding the company and the tax calculation process related to 

Income Tax and VAT, while to obtain secondary data comes from the Periodic Tax Return, 

Annual Tax Return, Withholding Slip, Income Statement, and Balance Sheet documents. The 

object of this research is a tax review of corporate taxpayer compliance. The unit of analysis 

used is a company engaged in the field of food raw materials located in Cirebon. 

Based on the results of the tax review, it can be concluded that overall PT TBS 

has fulfilled its tax obligations related to Income Tax and Value Added Tax properly. Although 

there are still errors in withholding Income Tax Article 23, so that PT TBS must bear interest 

penalties. Reporting of Income Tax Article 21 and Income Tax Article 25 still found errors in 

reporting. In addition, in the calculation of Income Tax Article 29 PT TBS should have 

expenses that can be paid if it has complete supporting documents. PT TBS is advised to 

conduct tax reviews regularly so that the company can reduce the risk of tax sanctions in the 

future. 

Keywords:income tax, tax compliance, tax review, value added tax 

 tax review, income tax, value added tax, tax compliance 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Menurut Mardiasmo (2019:2), pajak didefiniskan sebagai kontribusi wajib dan 

memaksa bagi warga negara kepada negara yang terutang pajak untuk orang pribadi 

maupun badan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan 

untuk kepentingan negara. Berdasarkan informasi dari website Kementerian Keuangan 

(2023, Januari 31), penerimaan pajak menjadi pendapatan terbesar untuk negara 

Indonesia. Pendapatan negara yang terealisasi pada tahun 2022 mencapai 2.626 triliun 

rupiah, melebihi target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) tahun 2022 sebesar 1.846,1 triliun rupiah. Sementara, realisasi 

penerimaan perpajakan tahun 2022 jumlahnya mencapai 1.716,8 triliun rupiah atau 

meningkat sebesar 65,37% dari tahun sebelumnya. Pajak yang diterima digunakan 

kembali untuk membiayai proyek infrastruktur sebesar 13,47% dari belanja Negara, 

anggaran kesehatan sebesar 9,4%, anggaran perlindungan sosial sebesar 15,9%, dan 

anggaran pendidikan sebesar 20%. 

Penerimaan pajak berperan penting sebagai sumber utama penerimaan 

Negara Indonesia, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 

pembangunan. Indonesia memiliki tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu self 

assessment system, official assessment system dan witholding assessment system 

(Mardiasmo, 2019:9). Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan tanpa pemotongan pajak secara langsung oleh 

pihak ketiga, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (Resmi, 2014:11). Official 

assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang 

kepada aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan 

oleh Wajib Pajak, contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Witholding assessment 

system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang 

kepada pihak ketiga, yang bukan fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan, untuk 
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melakukan pemotongan atau pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib 

Pajak.  

Penggunaan self assessment system menimbulkan risiko kesalahan 

yang menjadi tanggung jawab dari wajib pajak. Risiko kesalahan yang mungkin terjadi 

adalah salah hitung pajak terutang sehingga menimbulkan kurang bayar (Diamastuti, 

2016: 284). Salah satu penyebab terjadinya salah hitung pajak terutang adalah 

kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan. Selain itu kesalahan lain yang 

dapat terjadi adalah terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga 

mengakibatkan sanksi perpajakan.  

Pemungutan pajak mengunakan self assessment system masih 

menimbulkan risiko tax avoidance yang disebabkan oleh kelemahan regulasi di bidang 

perpajakan, kurangnya, sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan, dan tingkat 

ekonomi yang rendah (Sinaga, 2016: 153). Wajib pajak mengidentifikasi celah-celah 

(loopholes) dalam peraturan perpajakan yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk 

meminimalkan beban pajak terutang (Sinaga, 2016:155). Tax avoidance dilakukan 

oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar undang-undang atau 

peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, praktik tax avoidance sebenarnya tidak 

diinginkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah membuat aturan-aturan untuk 

mencegahnya (Susilowati, 2020:131). Pengawasan Direktorat Jendral Pajak yang 

dilakukan melalui pemeriksaan menjadi penting untuk menguji kepatuhan wajib pajak 

dan melihat adanya indikasi tax avoidance. 

Wajib pajak dapat meminimalkan potensi dikenakannya saksi 

perpajakan pada saat pemeriksaan pajak, dengan penerapan tax review. Tax review 

membantu wajib pajak mengevaluasi kondisi kepatuhan pajak dan mengurangi risiko 

terjadinya sengketa pajak (Sumarsan, 2020:5). Tax review membantu wajib pajak 

meninjau pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan wajib pajak 

sehingga wajib pajak dapat memperbaiki kesalahan yang dibuat dengan melakukan 

pembetulan sendiri sebelum dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh otoritas pajak. 

Tax review merupakan serangkaian tindakan yang dijalankan oleh 

internal perusahaan atau konsultan pajak guna mengevaluasi dan memeriksa apakah 

perusahaan telah mematuhi kewajiban pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku (Sumarsan, 2020:6). Pajak yang biasanya dilakukan review 
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oleh wajib pajak terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak 

Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan 

PPh Pasal 28A/29. Tax review perlu dilakukan secara berkala oleh wajib pajak badan, 

yaitu dengan melakukan evaluasi ulang terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan 

perusahaan (Setiawan, 2018:245). 

Menurut artikel yang diterbitkan pada website Kementrian Keuangan 

(2022, Oktober 31), Sebagian besar perekonomian Indonesia bergantung pada 

pertumbuhan konsumsi rumah tangga, dan salah satu sektor yang mengalami 

perkembangan pesat adalah industri makanan dan minuman. Pertumbuhan penjualan 

dalam industri ini didorong oleh kenaikan pendapatan individu dan peningkatan 

pengeluaran untuk makanan dan minuman, terutama di kalangan konsumen kelas 

menengah yang jumlahnya meningkat. Menurut artikel yang diterbitkan pada website 

Badan Pusat Statistik (2022, Febuari 7), industri makanan dan minuman di Indonesia 

mengalami pertumbuhan sebesar 2,54% dari tahun 2020 hingga 2021, dengan total 

mencapai Rp775,1 triliun. Pada tahun 2021, produk domestik bruto (PDB) dari 

industri makanan dan minuman nasional, berdasarkan harga berlaku (ADHB), 

mencapai Rp1,12 kuadriliun. Nilai tersebut mewakili 38,05% persen dari total industri 

pengolahan nonmigas atau 6,61% dari total PDB nasional yang mencapai Rp 16,97 

kuadriliun. 

PT. TBS bergerak di bidang distribusi bahan baku makanan yang 

kemudian dijual ke pengusaha lain. PT. TBS berperan sebagai penghubung antara 

produsen dan konsumen, bertugas menyalurkan produk bahan baku hingga mencapai 

konsumen akhir. PT. TBS merupakan wajib pajak badan yang sudah terdaftar dan 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak tahun 2018. PT. TBS telah 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 2018 karena memiliki jumlah 

peredaran bruto dalam satu tahun pajak melebihi  4,8 miliar rupiah. PT. TBS 

memerlukan tax review untuk menilai kepatuhan pajak. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil tax review terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan 

PT. TBS? 

2. Bagaimana hasil tax review terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan 

Nilai di PT TBS? 

3. Bagaimana tingkat kepatuhan PT. TBS berdasarkan hasil tax review? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, berikut adalah 

tujuan penelitian yang ingin dicapai: 

1. Mengetahui hasil tax review terhadap pemenuhan kewajiban pajak penghasilan 

PT TBS. 

2. Mengetahui hasil tax review terhadap pemenuhan kewajiban pajak pertambahan 

nilai PT TBS. 

3. Mengetahui tingkat kepatuhan PT. TBS berdasarkan hasil tax review. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, di antaranya: 

1. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam pelaksanaan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan 

Perpajakan. 

2. Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi atau referensi bagi 

penelitian selanjutnya yang berminat mengkaji topik serupa. 

3. Pembaca 
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Menambah wawasan tentang praktik tax review khususnya tentang Pajak 

Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai, untuk menilai kepatuhan 

perpajakan perusahaan. 

 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk mendaftar diri menjadi wajib pajak 

dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Wajib pajak badan juga berkewajiban melakukan 

pembukuan, melakukan penghitungan, pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran 

dan pelaporan SPT. Wajib Pajak harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika peredaran bruto dari usaha Wajib Pajak 

melebihi 4,8 miliar rupiah dalam setahun.  

Ketika memenuhi kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan dan 

Pajak Pertambahan Nilai, wajib pajak badan menggunakan sistem pemungutan pajak, 

self assessment system dan withholding system (Mardiasmo, 2019:11). Self assessment 

system memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, 

dan menyetorkan sendiri atas kewajiban perpajakannya. Kewajiban pajak yang 

menggunakan self assessment system terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

Pajak Penghasilan Pasal 25. Withholding system adalah sistem pemotongan pajak yang 

memberikan otoritas kepada pihak ketiga untuk mengurangkan dan mengumpulkan 

jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Kewajiban pajak yang 

menggunakan witholding system adalah PPh pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 29 dan 

PPh Pasal 4 ayat (2).  

Penerapan Self Assessment System dalam sistem perpajakan tidak 

seluruhnya terlaksana dengan baik yang disebabkan keterbatasan dari Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) (Hasanah & Indriani, 2013:18). Salah satu kendala yang 

dihadapi yaitu sulitnya mengidentifikasi apakah Surat Pemberitahuan (SPT) yang 

dilaporkan wajib pajak sudah sesuai. Kurangnya pengawasan yang memadai dari 

Diretorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga data mengenai usaha Wajib Pajak yang 
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diterima tidak sepenuhnya lengkap dan akurat. Kendala yang dialami mengakibatkan 

pelaksanaan self assessment system belum efektif. 

Wajib pajak badan cenderung merasa terbebani karena pajak terutang 

dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya dapat diinvestasikan kembali atau 

dibagikan kepada pemegang saham. Wajib pajak badan bertanggung jawab untuk 

menghitung, melaporkan, dan membayar pajak terutang secara tepat waktu. Hal ini 

memungkinkan terjadinya kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik 

dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kesalahan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan dapat menimbulkan potensi wajib pajak dikenakan sanksi 

administrasi. 

Agar dapat meminimalkan kesalahan tersebut, wajib pajak badan perlu 

melakukan tax review secara berkala, yaitu dengan melakukan evaluasi kembali 

pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan (Yohananda, 2018:92). Tax review 

merupakan suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan terhadap semua kewajiban 

perpajakan di dalam perusahaan serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban 

tersebut (Suandy, 2016:143).  

Tax review dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari 

dokumen terkait kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Menurut Suandy (2016:157), 

langkah pertama dalam tax review adalah dengan melakukan analisis berdasarkan 

dokumen wajib pajak sebagai dasar untuk menentukan pencatatan transaksi yang 

berkaitan dengan pembayaran pajak dan pemungutan pajak. Transaksi tersebut 

kemudian dibandingkan dengan peraturan perpajakan, untuk menentukan apakah 

perlakuan atas transaksi tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen dan 

ketepatan waktu sesuai peraturan perpajakan. Identifikasi masalah dilakukan jika 

terdapat perlakuan transaksi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. Ketidaksesuaian tersebut terjadi apabila terdapat kesalahan atau 

ketidaksesuaian dalam pencatatan, pelaporan, atau penghitungan pajak atas transaksi 

yang dilakukan oleh wajib pajak. Jika ditemukan masalah atau ketidaksesuaian, 

langkah selanjutnya adalah melakukan koreksi dan penyesuaian agar transaksi sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari tax review adalah untuk 

mengevaluasi kepatuhan perusahaan dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran, 
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pelunasan, dan pelaporan pajak. Tax review memiliki peranan penting karena melalui 

proses ini dapat menentukan apakah suatu perusahaan telah mematuhi peraturan 

perpajakan sepenuhnya (full comply), masih memiliki kekurangan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya (under comply), atau bahkan telah melampaui kewajiban 

perpajakannya (over comply) (Faisal, 2021:335). 

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dievaluasi dengan mengacu pada 

ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No.209/PMK .03/2021 tentang 

Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, menyebutkan 

bahwa wajib pajak harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk kewajiban untuk 

menyampaikan SPT tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, memiliki laporan 

keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, dan tidak pernah dihukum karena 

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Jika hasil tax review menunjukkan 

bahwa Wajib Pajak tidak patuh, maka Wajib Pajak berisiko dikenai sanksi perpajakan. 

Sanksi perpajakan tersebut terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi 

administrasi terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sementara 

itu, sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau pidana penjara. Gambar 1.1. 

berikut menampilkan kerangka pemikiran dari penelitian ini. 
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Gambar 1.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

Sumber : Olahan Peneliti 

  


	6041901081-Bagian 1
	6041901081-Bagian 2
	6041901081-Bagian 3
	6041901081-Bagian 4
	6041901081-Bagian 5
	6041901081-Bagian 6

